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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 889 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

| g TAHUN ANGGARAN 2022

‘ BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, perlu
dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan
bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
2022, dipandang perlu melimpahkan wewenang Pejabat

/ Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
i;, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan

Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lajur 2
dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan
wewenang sebagai tersebut pada lajur 3 dalam Lampiran
Keputusan ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
dengan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara

IS S ° ,,,'I Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Telah © ~ -~ Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan
NAMA 1 | 8 S0k Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kepada Satuan
MNP N vrsasa 00 2t | Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
ToL ’ 2022;
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3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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